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T(EPT'TU$AIT KEPALA DIITAS P'EilDIDIKAIT
KOTA gEMARAilG

NOMOR :42A/1525812021

TENTANG
PEilElfAPAIT PEMBARUAIY IJIIY PENDIRIAIT / OPERAA,IOITAI;

SEITOLAII DASAR

'' ISLAM TITRA BHAITTI '
rX,L" *AYA PERITU I(OPHAR "RII{EIIGGO ASRI' NO,z PIIDAISPAYUIYG,

sffitxlsdlHlK, I(ofia suffiA o

Alamat
Raya Rt.8 Rw.12 Pudakpayung,

trslam Fitra Bhakti
Fenriohonan Pembaruan $in Fendiriaa/Operasional SD ''

b. bahwa permohonan Yayasan A1 Fattah Banyumanik Semarang
tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagainrana diahrr
dalpm Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebtrdayaan Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2Ol4 Tentang Pedoman Penclirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidftan Dasar dan
Menengah.

c. bahwa Dinas Pendidikan Kota semarang tidak keberatan untuk
menerbitkan Pembaruan Ijin Pendirian/operasional sD Islam Fitra
Bhakti yang berlokasi di Jl. Raya Perum Kopkar "Rinenggo Asrf
No. 2, Pudakpa-yung, Banyumanik, Semarang.

1. Undang:-'Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah,Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta
fHimpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);

2. Undang-Undang Nomor 20 tatrun 2003 tentang Sisteno
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indones,ia
Tahun 2003 Nomor '/8, Tambahan kmbaran Negara Nomor a30l);

Nornor 32 Tahun 20A4 tentang Pemerintahan
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443Vl,
tf,lah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

3.U

Noneor 32

Nomor

i

I(O?A SEUARAIIG

Fattah
25 Oktober



4. Peraturea Pemerintah Nomo{ L9 Tahun 20OS tentar,rg Standar
Naqion*l Fendidikan {lrmbaran Negara Repulik Indormeia Tahun
20OS Noryor 41, Tambahan kmbaran Negara Republlk Ind.onesia
Nornor 496O1;

5. Peraturan Peraerintah Nomor 38 Tahun 20AT tenteng pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pennerintah, Pemerintah provinei,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota fi,emharan Negara Tahun
2AO7 Nonror 82, Tamhahan l,embaran Negara Nomor aT37);

6. Peraturan Pemertntah Nomor 66 Tahun 2010 tenta.ng Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Negara
Republik trndonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tarntrahan Icmbaran
Negara Repubtrik Indonesia Nomor 5157);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Reputrlik Indonesia Nompr
L29a/u/}oaa tentang standar Pelayanan pendidikan Minimal
bidang Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2oo7 tentang standar Pengelolaan Fendidikan o,leh
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri penhidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
15 Tahrm 2010 tentang standa-r Pelayanan Minimal penclidikan
Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lrrdonesia
Nomor 23 Tahun 2013 tentalg Perubahan Atas peraturan Mente,i
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Ikbupaten / Kota;

10. Peraturan Mented Pentlidikan dan Kebudayaan Republik tncloncsia
Nomor 36 Tahun 2ol4 Tentang pedsman peadirian, pt:rubahan
dan Penutupan Satuan Penclidikan Dasar dan Menengah;I

i::'.

1'1. Peraturan Daerah Kota semarang Nomor 12 Tahrm 2oog, tentang
Orgaldsasi dan Tata Kerja Dinas Daeratr Kota Semarang flrmbraran

- Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

Menter.i

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

![EUUTUSKA!S

KEPUTUSAN I(EPAi-6I DINAS PEIVDIDTXAN KOTA SEMARANG TBNTANG
PENETAPAN PEMBARUAN IJIN PENDIRI.AN/OPERASIONAL SBKOId.H
DASAR ISI"&I\{ FITRA BHAKTI, JL. RAYA PERUM KOPKAR "RINENGGO
'ASRI" N0.2, pUD AYUNG, BAr{Y[JMANIK, SEMARANG

: Yayasan Al Fattah Banyumanik
: Jl. Kepodang Saya Rt8 Rw.12

P-udsl{eaiepg, Eanyumslrik, Semaraqs

kepa.da

ll:rl



J

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan
penyelenggaraan Sekolah Dasar sslagaimana diatur daram peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2ol4 tersebut pada dikium Kesatu, maka pembaruan Ijin
Pendirian/Operasionel Sekolah ini akan dicabut.
Tiap tahun akarr {rleksanakan peninjauarr kembali untuk mengetahui
perkembangan Sekolah Dasar tersebut.

Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenutri standar
Pelayanaa Minimal maka sekor;ah Dasar yeng bersangkutan, maka
Pembaruan ijin Pendirian/operasiona}:ya atan diberhentikan dan
atau dicabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekiliruan oalam keputusari *ia;
dibetulkan sebsgaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
: 23 Novernber 2O2t

DINAS PENDIDIKAN
SEMARANO

S.H,M.M
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